BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

—

PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa jasa pelayanan di bidang persampahan/kebersihan
yang diberikan oleh pemerintah daerah perlu didukung
dengan pembiayaan yang bersumber dari Retribusi yang
dipergunakan untuk menutup sebagian biaya operasional
pelayanan;

. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 8 Tahun 2011, dipandang sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b serta dalam upaya peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
persampahan/kebersihan, maka perlu mengubah Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);



10.

11.

12.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2008, Seri D Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2007 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 57) diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tata cara pembayaran retribusi dan klasifikasi Wajib
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan satu Pasal
baru yakni Pasal 14A sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 Pebruari 2016

BUPATI LUMAJANG
ttd

Drs. H. AS'AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs.

ttd

MASUDI,

M. Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 2
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 62-2/2016.
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/
kebersihan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta
meningkatkan pendapatan daerah dari pemungutan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, telah diatur ketentuan mengenai retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal
dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu dilakukan upaya
ekstensifikasi melalui peningkatan tarif retribusi sesuai dengan kondisi dan
perkembangan yang ada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan perlu ditinjau kembali.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PasalIs/d Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 79



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
Nomor : 2 TAHUN 2016
Tanggal : 25 PEBRUARI 2016

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DI KABUPATEN LUMAJANG

No. | Nama/Jenis Pelayanan Objek Pelayanan Tarif Volume Keterangan
Pelayanan
) (&3] (©) (4) ®) (6)
1. Rumah tempat tinggal Setiap rumah tinggal 5.000,000 | Setiap bulan
2. Rumah kos : 1. 5s/d 10 kamar; 20.000,00 | Setiap bulan
2. 11 s/d 15 kamar; 30.000,00
3. 16 s/d 20 kamatr; 40.000,00
4. Lebih 20 kamar 50.000,00
3. Untuk Kantor Pemerintah/ | Kantor Pemerintah/Pemerintah 50.000,00 | Setiap bulan
Swasta dan jenisnya Daerah/ Swasta dan jenisnya
4. Fasilitas Kesehatan 1. Rumah Sakit 100.000,00 | Setiap bulan
2. Puskesmas/Klinik/Balai 50.000,00
Pengobatan
S. Perdagangan 1. Pedagang Lesehan, Bakul, 5.000,00 | Setiap bulan
Pedagang Kaki Lima;
2. Kios sebesar; 7.500,00
3. Toko/ruko ; 10.000,00
4. Toko Swalayan 25.000,00
6. Hotel/Losmen dan Rumah 1. Hotel/Losmen; 100.000,00 | Setiap bulan | 1) Peraturan Menteri  Pariwisata dan
Makan 2. rumah makan kecil; 20.000,00 Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
3. rumah makan sedang; 50.000,00 Nomor : 11 dan 12 Tahun 2014 tentang
4. besar. 100.000,00 Standar Usaha Restoran.:
Jenis restoran ada 3: Restoran
Berbintang, Restoran Non Bintang dan
Rumah Makan Kecil.
contoh :
a. Restoran berbintang minimal punya
10 menu makanan atau lebih
makanan tersebut baru bisa dimasak




setelah dipesan dan memiliki resep
sesuai jumlah makanan dan minuman
yang di pesan.

b. Restoran Non Bintang memiliki 1 s/d
9 menu makanan, baru bisa dimasak
setelah dipesan dan memiliki resep
sesuai jumlah makanan dan minuman
yang di pesan.

c. Rumah makan kecil memiliki 1 s/d 3
menu makanan dan minuman, makan
sudah disiapkan sebelum dipesan

Perusahaan/ Pabrik,
Industri

1. Perusahaan Besar;
2. Perusahaan Menengah;
3. Perusahaan Kecil

100.000,00;
75.000,00;
50.000,00

Setiap bulan

1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomer : 11/ M-IND /
PER/2014 Tentang Program
Restrukturisasi Mesin dan Atau Peralatan
Industri Kecil dan Industri Menengah.
Pasal 3 Kriteria Industri kecil dan industri
menengah sebagaimana dimaksud dalam
pasal antara lain:

a) Industri kecil yaitu industri dengan
nilai investasi paling banyak
Rp500.000.000,00 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha;

b) Industri menengah yaitu industri
dengan nilai investasi lebih besar dari
Rp5.000.000.000,00 atau paling
banyak Rp10.000.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha;

c) Industri besar yaitu industri yang nilai
investasinya lebih besar
Rp10.000.000.000,-




Bagi orang atau badan 1. kendaraan pick up atau yang 25.000,00 Sekali
yang membuang sampah lebih kecil membuang
langsung ke TPA 2. kendaraan truk 50.000,00

Pembuangan sampah
insidentil

Sampah dari kegiatan insidentil
selain yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten

1) Expo Pameran dan sejenisnya di hitung
berdasarkan jumlah lapak dengan
asumsi lapak dikenai retribusi
Rp5.000,00 Per kegiatan.

2) Untuk kegiatan konser/pagelaran musik
dan sejenisnya dihitung berdasarkan
jumlah penonton/peserta pernonton
@Rp 100,00 per kegiatan

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag.




